
 

 

 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 94 TAHUN  2016 

 

TENTANG 

 

KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE MASALAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor11Tahun 2016Tentang OrganisasiPerangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo, perlumenyempurnakanPeraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas 

Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kode Wilayah, 

Nomenklatur/Titelatur Dan Kode Masalah Di Lingkungan Pemerintah 

Kebupaten Sidoarjo; 

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud pada huruf 

a, perlu menetapkanKode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode 

Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjodengan 

Peraturan Bupati Sidoarjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

9)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

 

 

 

 

 



 

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  

244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhir dengan 

Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor  58, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

PeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

7. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 

tentangPembentukanProdukHukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11   Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 

1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 

70); 

9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29) sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE WILAYAH, 

NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bupatiadalah BupatiSidoarjo. 

3. Wakil Bupatiadalah Wakil Bupati Sidoarjo. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah KabupatenSidoarjo. 

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah KabupatenSidoarjo. 



8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

9. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo.  

 

 

 

 

 

10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas 

Daerah/ Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

11. Kode Wilayah adalah nomorurutang kasesuai dengan urutan pembagian 

dalam struktur kelem bagaan di lingkunganPemerintah 

KabupatenSidoarjo menurut peraturan perundang-undangan sebagai 

identitas nomor kelem bagaan. 

12. Nomenklaturadalahnama/ sebutan lembaga Perangkat Daerah dan 

Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

menurut peraturan perundang-undangan. 

13. Titelaturadalahnama/ sebutan lembaga Perangkat Daerah dan 

Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

menurut peraturan perundang-undangan. 

14. Kodemasalahadalahnomorindekspermasalahansesuaidenganketentuan

perundang-undangan. 

 

 

BAB II 

KODE WILAYAH 

 

Pasal 2 

 

Kode Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan 

dalam bentuk urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur 

kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas 

nomor kelembagaan. 

 

Pasal 3 

 

Kode wilayah dipergunakan untuk penulisan nomor naskah dinas dalam 

bentuk surat sebagai identitas pengolah naskah dinas. 

 

Pasal 4 

 

Kode wilayah ditulis setelah penulisan nomor urut dan sebelum penulisan 

tahun pembuatan naskah dinas. 

 

Pasal 5 

 

Kode wilayah diolah oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

BAB III 

NOMENKLATUR 

 

Pasal 6 

 

Nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan 

dalam bentuk nama/ sebutan lembaga Perangkat Daerah dan Perusahaan 

Daerah sesuai dengan struktur kelembagaan menurut peraturan 



perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 7 

 

Nomenklatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas 

asal pengolah naskah dinas. 

 

Pasal8 

Nomenklatur diolah oleh Perangkat daerah dan Perusahaan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

BAB III 

TITELATUR 

 

Pasal 9 

Titelatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam 

bentuk nama/ sebutan jabatan Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

 

Titelatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas 

penanggung jawab pengelola naskah dinas. 

 

Pasal 11 

 

Titelatur diolah oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

BAB IV 

KODE MASALAH 

 

Pasal 12 

 

Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan 

dalam bentuk nomor indeks permasalahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 13 

 

Kode Masalah dipergunakan dalam penulisan nomor naskah dinas dalam 

bentuk surat sebagai induk/ inti dari perihal dan isi keseluruhan naskah 

dinas. 

 

Pasal 14 

 

Kode Masalah ditulis di awal penulisan nomor naskah dinas dan sebelum 

penulisan nomor urut naskah dinas. 

 

Pasal 15 

 

Kode Masalah diolah oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN  

 

Pasal 16 

 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kode wilayah, nomenklatur, 

titelatur dan kode masalah yang karena sifat kekhususannya tidak diatur 

dalam Peraturan Bupati ini, mengikuti ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 17 

 

Bentuk dan susunan kode wilayah, nomenklatur, titelatur dan kode masalah 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I, II, dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 18 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kode Wilayah, 

Nomenklatur/Titelatur Dan Kode Masalah Di Lingkungan Pemerintah 

Kebupaten Sidoarjo; 

b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 

c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001 tentang 

Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2008 Nomor 77); 

d. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kode 

Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2009 Nomor 47); 

e. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Keempat Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001 tentang 

Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2011 Nomor 60); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 19 

 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya  dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

      Ditetapkan di Sidoarjo 
  Padatanggal 30 November 2016 

 

        BUPATI SIDOARJO, 

 

                 ttd 

 

          SAIFUL ILAH 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal    30 November  2016 

 SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN SIDOARJO,  

 
 

              ttd 
 

 
    VINO RUDY MUNTIAWAN 
 
 
 

 

NOREG PERBUP :94 TAHUN 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJOTAHUN 2016 NOMOR 94 
 
 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR    : 94   TAHUN 2016 

TANGOAL : 30 November 2016 

KODB WILAYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SIDOARJO 

 

NO KODB WILAYAH NOMENKLATUR 

 404 

404 .  1 

404 .  1.1 
404  . 1 . 1   .1 

404   .1 . 1    .2 

404  . 1 . 1    .3 

404   1 . 2 
404  . 1 . 2   .1 

404  . 1 . 2   .2 

404  . 1 . 2   .3 

404   1. 3 
404  . 1 .  3   .1 

404  . 1 .   3   .2 

404  . 1 .   3   .3 

404 . 2 

404 .2.1 

404 . 2 .   2 

404 .2.3 

404 . 3 
404   . 3 .   1 

404   . 3 .   2 

404   . 3 .   3 

404   . 3 .   4 

404 . 4 

404 . 5 

404 .5.1 

404 .5 .   1   . 
404   . 5 .   1    .1   . 1 

404   . 5 .   1   .1   . 2 

404  . 5 .   1   .1   . 3 

404   . 5 .   1    .1   . 4 

404   . 5 .   11   . 5 

404   . 5 .   1   .1   . 6 

404   . 5 .   11   . 7 

404   . 5 .   11   . 8 

404   . 5 .   11   . 9 

404   . 5 .   11   . 10 

404   . 5 .   11   . 11 

404  . 5 .   11   . 12 

404  . 5 .   11   . 13 

404   . 5 .   11   . 14 

404  . 5 .   11   . 15 

404   . 5 .   11   . 16 

404  . 5 .   11   . 17 

404   . 5 .   11   . 18 

404 .5.12 
404   . 5 .   12   . 1 

404   . 5 .   12   . 2 

404   . 5 .   1.2.3 

404  . 5 .   1.2.4 

404   . 5 .   1.2.5 

404   . 5 .   1.2.6 

404   . 5 .   1.2.7 

404   . 5 .   1.2.8 

404  . 5 .   1.2.9 

404   . 5 .   1.   2   . 10 

404   . 5 .   1. 2 . 1 1  

404   . 5 .   1.   2   . 12 

404   . 5 .    1.   2   . 13 

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

SEKRETARIAT DAERAH 

Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
Bagian Pemerintahan 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Bagian Hukum 

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) 

Bagian Pembangunan 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Asisten Administrasi Umum 
Bagian Organisasi 

Bagian Umum 

Bagian Protokol dan Rumah Tangga 

Staf Ahli Bupati 
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan 

SEKRETARIAT DPRD 
Bagian Umum 

Bagian Persidangan 

Bagian Perundang-Undangan 

Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Inspektorat 

Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 
UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sidoarjo 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buduran 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Candi 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jabon 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Porong 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krembung 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanggulangin 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tulangan 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krian 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balongbendo 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tarik 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prambon 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonayu 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Taman 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukodono 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Waru 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sedati 

UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedangan 

UPT SATUAN PENDIDIKAN 
SMPN 1 Sidoarjo 

SMPN 2 Sidoarjo 

SMPN 3 Sidoarjo 

SMPN 4 Sidoarjo 

SMPN 5 Sidoarjo 

SMPN 6 Sidoarjo 

SMPN 1 Krian 

SMPN 2 Krian 

SMPN 3 Krian 

SMPN 1 Taman 

SMPN 2 Taman 

SMPN 3 Taman 

           SMPN 1 Porong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


